





A. Latar Belakang Masalah 
Setiap perusahaan berupaya seoptimal mungkin mencapai tujuan 
yang telah mereka rencanakan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan 
jangka panjang. Dalam kegiatan perusahaan, semua bagian seperti 
pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan akan menjadi 
satu kesatuan kerja yang harus saling mendukung dalam proses pencapaian 
tujuan. Untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan dalam mencapai 
tujuannya, maka setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk menyusun 
strategi-strategi sebagai petunjuk dalam meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi kerjanya. 
Salah satu tujuan reformasi organisasi publik yang utama adalah 
untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pemerintahan agar menjadi 
lebih baik dari sebelumnya. Dari sisi administratif pemerintahan, efisiensi 
dan efektivitas adalah acuan atau tolak ukur terpenting untuk menilai kinerja 
pemerintahan. Ukuran efisiensi dan efektivitas menjadi sangat penting 
dalam pelaksanaan otonomi daerah mengingat semakin besar dan luasnya 





Dilihat dari sudut pandang efektivitas, metode penentuan prioritas 
untuk tiap kegiatan pemerintahan di daerah masih belum baik. Pemerintah 
Daerah umumnya belum melakukan identifikasi kegiatan mana yang benar-
benar masuk skala prioritas menurut ukuran kebutuhan dan tuntutan 
masyarakat. Penyusunan prioritas cenderung mengikuti kebijakan 
Pemerintah Pusat yang bersifat umum atau generik. Padahal masing-masing 
daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Akibat orientasi seperti 
ini, maka tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat akan cenderung 
terabaikan. 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua 
hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 
negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak-hak negara 
adalah segala hak atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 
mengisi kas negara, misalnya hak mencetak uang, menarik pajak dan 
retribusi, serta mengadakan pinjaman. Kewajiban negara adalah kewajiban 
pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara, sebagaimana tercantum 
dalam Pembukaan UUD 1945, rencana pembangunan jangka panjang 
(RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD), dan rencana 
kerja pemerintah (RKP) serta Undang-Undang APBN yang pada prinsipnya 
adalah untuk menyejahterakan rakyat, melayani masyarakat umum, dan 
sebagai aparat pembangunan (agent of development). 
 
 
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan 
nasional, didasarkan pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan 
sumber daya. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas 
dan tanggung jawab yang nyata kepada pemerintahan daerah secara 
proporsional. Dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber 
daya nasional, baik yang berupa uang maupun sumber daya alam, 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil. Sistem ini dilaksanakan 
untuk mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab 
yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara transparan. 
Kriteria keberhasilan pelaksanaan sistem ini adalah tertampungnya aspirasi 
semua warga, dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses 
pertanggungjawaban eksplorasi sumber daya yang ada serta pengembangan 
sumber-sumber pembiayaan. 
Dilihat pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan 
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi; selanjutnya, daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan 
kota, dimana setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah 
menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 
yang merupakan urusan Pemerintah Pusat, berdasarkan undang-undang. 
Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi serta tugas pembantuan. Dalam 
rangka penyelanggaran daerah otonomi, Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 
 
 
menjelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 
sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah diatur serta dilaksanakan secara adil dan selaras 
berdasarkan undang-undang. (Bastian, 2010: 47) 
Pengelolaan anggaran telah menjadi perhatian utama bagi para 
pengambil keputusan pemerintah, baik di tingkat pusat ataupun daerah. 
Sejauh ini berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah 
dikeluarkan dan diberlakukan dalam upaya untuk menciptakan sistem 
pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan 
kebutuhan masyarakat. Pemerintah telah melakukan hal penting dan 
mendasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan 
kekurangan yang ada, serta upaya untuk mengakomodasikan berbagai 
tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat.  
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa 
perubahan fundamental dalam tata pemerintahan dan hubungan keuangan, 
sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan.  
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pasal 4 ayat 1 tentang Azas Umum 
Pengelolaan Daerah dinyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara 
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, 
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, 
 
 
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Khusus untuk efektif dijelaskan 
lebih lanjut bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan 
target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran 
dengan hasil. 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
258/PMK.02/2015 tentang tata cara pemberian penghargaan dan pengenaan 
sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian Negara/Lembaga, 
pada Pasal 1 disebutkan bahwa Kementerian Negara/Lembaga yang 
melakukan optimalisasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya, 
dapat menggunakan hasil optimalisasi anggaran belanja tersebut pada tahun 
anggaran berikutnya, yang selanjutnya disebut dengan penghargaan. Hasil 
optimalisasi merupakan hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah 
pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang 
target sasarannya telah dicapai. Target sasaran merupakan rencana prestasi 
kerja berupa volume keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu 
program dengan kuantitas dan kualitas terukur yang tertuang dalam 
dokumen anggaran. Pada Pasal 2 Kementerian Negara/Lembaga yang tidak 
sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, 
dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada tahun anggaran berikutnya, 
yang selanjutnya disebut dengan sanksi. 
Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan kepada 
Kementerian Negara/Lembaga dengan kriteria sebagai berikut: 
 
 
a. Terdapat sisa anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya yang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan; dan 
b. Sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan lebih besar dari hasil 
optimalisasi yang belum digunakan di tahun anggaran sebelumnya. 
Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling 
banyak sebesar anggaran belanja tidak terserap yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 
dikenakan kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan ketentuan: 
a. Tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan nasional; 
b. Tidak boleh menurunkan pelayanan kepada publik; dan 
c. Memperhatikan arah kebijakan penganggaran pada tahun anggaran 
belanja. 
Sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
sebagaimana yang dimaksud diatas merupakan sisa anggaran belanja yang 
tidak terserap pada tahun anggaran sebelumnya yang disebabkan oleh hal-
hal sebagai berikut: 
a. Tidak dipenuhinya kriteria-kriteria kegiatan yang dapat dibiayai dari 
anggaran belanja; 
b. Tidak diikutinya peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan 
barang/jasa pemerintah; 
c. Keterlambatan penunjukkan kepala satuan kerja dan/atau pelaksana 
kegiatan atau pejabat pembendaharaan; dan/atau 
 
 
d. Kelalaian kuasa pengguna anggaran dan/atau pelaksana kegiatan atau 
pejabat pembendaharaan dalam pelaksanaan anggaran belanja tahun 
anggaran sebelumnya. 
Sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak 
termasuk sisa anggaran yang berasal dari pelaksanaan kegiatan operasional 
seperti pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai, pembayaran yang 
terkait dengan pelaksanaan operasional kantor, dukungan operasional 
pertahanan dan keamanan, dukungan operasional penyelenggara 
pendidikan, dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit, pelaksanaan 
paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan secara kontrak, dan pelaksanaan 
paket-paket kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola yang target 
sasarannya telah tercapai. 
Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa masih 
belum optimalnya pengelolaan keuangan pemerintahan sehingga terlihat 
bahwa antara anggaran dan realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan yang 
diharapkan. Faktor sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam 
pelaksanaan pembuatan suatu anggaran, namun karena dalam sistem 
pemerintahan bahwa pegawai yang menduduki suatu jabatan tidak selalu 
orang yang memiliki kemampuan dan pendidikan yang sesuai dengan 
pelaksanaan pekerjaannya maka hasil yang dicapaipun kurang optimal. Hal 
yang tidak kalah pentingnya adalah selama ini dalam penentuan besarnya 
anggaran untuk setiap kegiatan, pendekatan yang biasa digunakan adalah 
pendekatan incremental (tambahan). Berdasarkan pendekatan ini penentuan 
 
 
besarnya anggaran untuk setiap kegiatan didasarkan pada perubahan satu 
atau lebih variabel yang bersifat umum. Lemahnya perencanaan anggaran 
pada akhirnya akan memunculkan kemungkinan underfinancing (dibawah 
pembiayaan) atau overfinancing (lebih dari pembiayaan), yang kesemuanya 
mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit kerja pemerintah. 
Anggaran sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi harus 
dipersiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan. 
Oleh karena dengan diberlakukannya Undang-Undang diatas, daerah 
mempunyai keleluasaan dalam merencanakan, menggali, mengalokasikan, 
mengendalikan dan mengawasi pengelolaan keuangan secara mandiri. 
Eksekutif sebagai penyelenggara pemerintah dan legislatif selaku lembaga 
wakil rakyat harus mampu menyusun anggaran yang ekonomis, efisien, dan 
efektif. Hal ini berlaku untuk setiap kabupaten dan kota yang ada di 
Indonesia termasuk Kota Bandung. 
Penyusunan anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif yang 
terjadi di Kota Bandung dalam hal ini di Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Kota Bandung. Setelah dilakukan penelitian di instansi tersebut, 
terdapat persoalan berkaitan dengan tingkat persentase efektivitas anggaran 








Tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Langsung  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung  
Tahun 2012-2016 (dalam rupiah) 




2012 1.696.939.175.965,33 1.383.085.288.309,00 81,50% Tidak Efektif 
2013 2.389.049.473.401,00 1.911.473.775.634,00 80,00% Tidak Efektif 
2014 3.014.489.965.941,00 2.095.559.367.125,00 69,51% Tidak Efektif 
2015 3.769.110.380.336,00 2.818.307.902.431,00 74,77% Tidak Efektif 
2016 4.426.415.089.655,00 3.274.318.478.243,00 73,97% Tidak Efektif 
Jumlah 15.296.004.085.298,33 11.482.744.811.742,00 75,07% Tidak Efektif 
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung 
(diolah 
Tingkat persentase efektivitas digolongkan dalam beberapa 
kategori yaitu: 
Tabel 1.2 
Kriteria Tingkat Persentase Efektivitas 
Rasio Efektivitas (%) Kriteria 
>100% Sangat Efektif 
99%-91% Cukup Efektif 
<90% Tidak Efektif 
Sumber: Abdul Halim (2008) 
 
 
Dapat dilihat tingkat persentase efektivitas realisasi anggaran 
belanja langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 
Bandung. Pada tahun 2012 menjadi tahun yang tingkat persentase 
efektivitasnya tertinggi selama kurun waktu 2012-2016 yaitu 81,50% 
(Tidak Efektif). Kemudian di tahun selanjutnya tahun 2013 tingkat 
persentase efektivitasnya 80,00% (Tidak Efektif). Selanjutnya pada tahun 
2014 merupakan tahun yang tingkat persentase efektivitasnya terendah 
selama kurun waktu 2012-2016 yaitu 69,51% (Tidak Efektif). Selanjutnya 
di tahun 2015, tingkat persentase efektivitas mengalami kenaikan menjadi 
74,77% (Tidak Efektif). Dan di tahun terakhir tahun 2016 tingkat persentase 
efektivitasnya mengalami penurunan kembali menjadi 73,97% (Tidak 
Efektif). Dilihat dari jumlah keseluruhannya pun rata-rata presentase akhir 
adalah 75,07% (Tidak Efektif). Maka tingkat persentase efektivitas 
anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 
Bandung masih belum efektif. 
Tingkat persentase efektivitas anggaran belanja terus berfluktuasi 
dari tahun ke tahun, kadang mengalami peningkatan kadang mengalami 
penurunan. Naik turunnya tingkat persentase efektivitas anggaran belanja 
disebabkan dimana realisasi anggaran yang dicapai tidak sesuai dengan 
target yang ditetapkan. Selain itu pengeluaran anggaran belanja tidak tepat 




Pentingnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang-bidang 
dan para tenaga kerja, akan menunjang dan memastikan bahwa tingkat 
persentase efektivitas anggaran belanja bisa efektif. Agar dapat 
merealisasikan target anggaran dari setiap program, harus adanya 
pengawasan yang baik atas penyusunan program dan anggaran dari 
manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset agar keseluruhan 
perencanaan dari setiap program dan penganggarannya bisa terealisasi 
sesuai target yang direncanakan.  
Berdasarkan penelitian dan data yang diperoleh, maka peneliti 
tertarik untuk mengambil judul: “ANALISIS EFEKTIVITAS 
ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET (BPKA) KOTA BANDUNG PERIODE 
2012-2016”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, terdapat 
identifikasi masalah dalam Analisis Efektivitas Anggaran Belanja pada 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, yaitu: 
1. Realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan 
sehingga terdapat program/kegiatan yang dianggarkan tetapi tidak 
dilaksanakan  
2. Kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang-bidang dan 
para tenaga kerja. 
 
 
3. Kurangnya pengawasan yang baik atas penyusunan program dan 
anggaran. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Kota Bandung? 
2. Bagaimana pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kota Bandung? 
3. Bagaimana efektivitas anggaran belanja pada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kota Bandung? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun suatu 
tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kota Bandung. 
2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kota Bandung. 
3. Untuk mengetahui efektivitas anggaran belanja pada Badan Pengelolaan 





E. Kegunaan Penelitian 
1. Secara Praktis 
a. Bagi Peneliti Lain 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan gagasan 
untuk membuat penelitian lanjutan yang sejenis dengan penelitian 
ini dalam signifikasi yang lebih luas.  
b. Bagi Instansi 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 
petugas keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 
Bandung, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. 
c. Bagi Penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, terutama 
tentang Analisis Efektivitas Anggaran Belanja pada Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. 
2. Secara Teoritis 
Secara teoritis kegunaan dalam penelitian ini untuk 
mengembangkan ilmu administrasi keuangan khususnya yang 
berkaitan dengan Analisis Efektivitas Anggaran Belanja.  
 
F. Kerangka Pemikiran 
Fokus dan lokus terhadap suatu sasaran dalam memecahkan masalah 
yang dikemukakan penulis, diperlukan adanya suatu anggapan dasar atau 
kerangka pemikiran yang berupa dalil, hukum, teori, serta pendapat dari 
 
 
para ahli yang kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Berkaitan dengan 
topik yang penulis ajukan, maka penulis mengemukakan pengertian yang 
berpedoman kepada para ahli. 
Halim, 2012:256 “Akuntansi Keuangan Daerah” Anggaran (budget) 
“rencana operasional yang dinyatakan dalam satuan uang dari suatu 
organisasi, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan 
biaya/pengeluaran dan di pihak lain menggambarkan perkiraan 
pendapatan/penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut, untuk 
suatu periode tertentu yang umumnya satu tahun”. 
Yuwono, Indrajaya, dan Hariyadi, 2005:27 “Penganggaran Sektor 
Publik” anggaran “suatu rencana terinci yang dinyatakan secara 
formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang 
(perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan 
penggunaan sumber-sumber suatu organisasi”. 
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan 
Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 
Efektivitas menggambarkan hasil akhir yang dijadikan suatu ukuran 
kinerja organisasi. Efektivitas merupakan cerminan perubahan yang 
diharapkan terjadi. Efektivitas selalu berkaitan dengan tujuan organisasi, 
semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai 
pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pada 
unit tersebut, oleh karena baik sasaran keluaran dari suatu unit kerja. 
Seringkali diklasifikasikan, maka pengukuran efektivitas sulit untuk 
diterapkan secara terpencil. 
Mardiasmo, 2009:132 “Akuntansi Sektor Publik”, Efektivitas pada 
dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target 
kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara 
keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan 
 
 
operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai 
tujuan untuk mencapai sasaran akhir kebijakan (spending wisely)”. 
Bastian, 2010:335-336 “Akuntansi Sektor Publik” efektivitas 
“hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur 
berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur 
dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 
Halim 2008 “Akuntansi Keuangan Daerah” Efektivitas diartikan 
menggambarkan kemampuan Pemerintah dalam merealisasikan 
anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target 
yang ditetapkan berdasarkan potensi riil pemerintah. Tingkat 
efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung rumus efektivitas”. 
Rumus efektivitas untuk mengukur efektivitas terkait dengan 
anggaran belanja adalah: 
Efektivitas =
Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Target Anggaran Belanja Langsung
 𝑥 100%                                                         
Berdasarkan pemikiran diatas, maka peneliti menggambarkan 








Sumber: Olahan Peneliti 2018 
Landasan Teori 
Efektivitas diartikan menggambarkan 
kemampuan Pemerintah dalam 
merealisasikan anggaran belanja yang 
direncanakan dibandingkan dengan 
target yang ditetapkan berdasarkan 
potensi riil pemerintah. 
Abdul Halim (2008:234) 
Judul Penelitian: 
Analisis Efektivitas Anggaran Belanja 
pada Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset (BPKA) Kota Bandung 
Periode 2012-2016 
